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WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi  dibidang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan penyempurnaan
dan pengaturan kembali mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan
Walikota Mojokerto.

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 961} ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;



10.

11.

o

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155) ;



12.

13.

14.

19,

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

Kota adalah Kota Mojokerto.

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

Walikota adalah Walikota Mojokerto.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Mojokerto.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Perencanaan dan Penganggaran adalah rencana pendapatan,
rencana program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.



11. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD adalah pelaksanaan
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan oleh pengguna
anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat.

12. Akuntansi, Pelaporan  dan Pertanggungjawaban  adalah
prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB I
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerima  Pembantu,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/
kekayaan Pemerintah Kota  wajib menyelenggarakan
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung-
jawaban Anggaran berpedoman pada Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota
Mojokerto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur
Pengeloaan Keuangan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat ~mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal 2 Oktober 2017
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Oktober 2017

PIt.SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr.Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTO, M.T.
Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 64
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Langkah 5

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota.

Langkah 6

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Langkah 7

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan
peraturan Walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Walikota dimaksud sesuai

peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MOJOKERTO

MASYIN YUNUS

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kota Mojokerto



Bagan Alir 5.1 Akuntansi Aset Tetap - Pengurangan Aset Tetap

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS



Perencanaan dan Penganggaran

A.VIIl.4. Bagan Alir
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Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari

2018 yang meliouti seluruh transaksi :

a. Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan

b. Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendhara pengeluaran
pembantu

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang sari satu pihak ke pihak lain dengan

menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, uang

elektronik atau sejenisnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi non tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota Mojokerto.

WALIKOTA MOJOK#ZRTO

MAS'UD YUNUS

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 85 I
Pemerintah Kota Mojokerto |




Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Langkah 5

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota.
Langkah 6

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Langkah 7

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan
peraturan Walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Walikota dimaksud sesuai

peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MOJOK{RTO

MAS'UD YUNUS

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kota Mojokerto
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Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari

2018 yang meliouti seluruh transaksi :

a. Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan

b. Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendhara pengeluaran
pembantu

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang sari satu pihak ke pihak lain dengan

menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, uang

elektronik atau sejenisnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi non tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota Mojokerto.
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Perencanaan dan Penganggaran

A.VIll.4. Bagan Alir
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